
WALlKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

" NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERU13AHAN, PERHITUNGAN DAN
PFRTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PCNDAPATAN DAN PENGELUARAN

KELURAHAN (APP KELURAHAN )

WALlKOTA DENPASAR,

Mcnimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan kelentllun Pusul 9 Peratllran Pemerintah

NomoI' 73 Tahun 2005 lenlang Kclurahun, dan adanya pedornan

didalam pengelolaan kcuangan kdurahan , maka dipandang perlu

unlllk I1lcngalul' tenllll1g I\~doman Penyusunan, Perubahan,
Perhitllngan dan PertulIgglll1gjawaban Anggaran Pendapatan dan
Pengeillaran Kelurahan (APP Kelurahan ) ;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagairnana dirnaksud dalarn
. huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedornan

Penyusunan, Perubahun, Perhitungan dan Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan (APP
KelurahaJ1.);

1. Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 1992 tentang Pernbentukan
Kotarnadya Daerah Tingkat n Denpasar (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 NomoI' 1992, Tarnbahan
Lel11baran Negara Repllblik Indonesia NomoI' 3465 ) ;

2. Undang-Undang NomoI' 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Pcratllran Perundang-unclangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NomoI' 53, Tumbahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia NomoI' 4389);

3. Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 lentang Pernerintah
Daerah (Lernbaran Ncganl Republik Indonesia Tahun 2004

NomoI' 125, Tambahilll Lembnmn Ncgarn Republik Indonesia

NomoI' 4437) sebagaimanu tdah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2008 tentang Perubahan



Mcnctapkan

Kedua Atas Undang-Undnng Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarun Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tumbahnn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Pcraturan Pemerintah NOlllur 7J Tuhun 2005 tentang Kelurah~n
(Lembaran Negaru Republik Indonesia Talnin 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4587 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 ten tang Kecamatan
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Talmn 2008 Nomor ,
Tambc1han Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor )

6. Pcratllran Menteri Oalum Negcri Nomor 34 tuhun 2006 tentang
Pcdoman Administrasi Kelurahan;

7. Kcputllsun Menteri Oalum Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang
Pctllnjuk Pelaksanaan Peristilahun dun Penyesuaian Peristilahan
dalam PCl1yelenggaraan Pemerintnhun Dt:sa dun Kelurahan;

8. Pcraturan Daerah Kota Dcnpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Oaerah Kota
Ocnpasar Tahlln 2008 NomoI' 9);

MEMUTUSKAN:

PERATUIZAN WALlKOTA TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN, PERl/BAHAN, PERHITUNGAN DAN
PERTANGGUNGJA WABAN J\NGGARAN PENDAPATAN DAN

PENGELUARAN KELURJ\IIJ\N (API> KELlJRAHAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasall

Oalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pcmerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Kelurahan adalah wiluyah kerja Lurah sebagai perangkat
Dacrah Kota dalam wiluyah kClja kecamatul1.

6. Lembaga Kemasynrakalan atall scbutan lain adalah lembaga
yang dibcntuk oleh masyarakal seslIai dengan kebutuhan dan
merllpakan mitra Llirah ctulam memberdayakan masyarakat.
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7. Keuangan Kelurahan adalah semlla hak dan kewajiban dalan:
rangka melaksanakan tugas pcnyelenggaraan urusar
pemerintahan,pembangunun dan kemasyarukatan.

8. Sumbcr Keuangan Kelurahan udalah bersumber dari APBD
Kota yang dialokasikan sebaguimana perangkat daerah lainnya,
bant, bantuan dari Pemerintah, Pemerintuh l?rovinsi, Pemerintal.1
Kota, bantuan dari pillak kctiga,dan sumber-sumber lain yang
sah dan tidak mengiknt bcrupa sumbangun kelurahan.

9. Anggaran Pendapatun dun Pengeluurun Kelurahan yang
selanjutnya disebut API> Kclllrahun ndulah rencana keuangan
tahllnan keluruhan yang dibahas dan ditetapkan dengan
Kcputusan Lurah.

10. Pengelolaan Keuangan Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
kelurahan.

11. Lurah adalah penanggung jawab pengelolaan Keuangan
Kelurahan.

12. Pejabat Penata Usaha Keuangan Kelurahan yang selanjutnya
disebut PPKKelurahan adalah Sekretaris kclurahan yang

ditunjuk oleh Lurah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
Kelurahan.

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ke1urahan yang selanjutnya
dis~but (PPTK Kelurahan) adalah Kepala Seksi yang ada
dikerlurahan yang ditllnjllk oleh Lurah untuk mengendalikan
kegiatan yang ada di Kel urahan.

14. Bendahara Kelurahan adalah pegawai negeri sipil kelurahan

yang clitunjuk oleh Lurah untuk mcnerima, menyimpan,

menyetorkan, mcnatuusnhnkan, mcmbayarkan, dan
mempcl'tanggung juwabkan kCliungan Kelurahan dalam rangka
pelaksanaan APPKelurahun.

15. Rencana Pembungllnan Jangka MenengahKelurahan yang
selanjlltnya disingkut RPJM Keluruhan adalah dokumen
percncanaan kelurahun untuk periode 5 ( lima) tahun.

16. Rencana Pembangunan Jnngka Penuek (tahunan) yang

selunjutnya disebut Rencuna Kerja Pembangunan Kelurahan
(RKP Kelurahan) udalah hasil musyawarah masyarakat
Kelurahan tentang program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk periodc 1 (Stltu) tahull.

17. Rencana KClja dan Anggaran yaang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen pCI'Cllcanaun dun penganggaran yang berisi

rencana belanja kcgiutun Kclurahan sebagai dasar penyusunan
APP Kelurahan.
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BAB II

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APP KELURAHAN

Bagian Kcsntll
Azas Umum APP Kclurahan

Pasal 2

(1) APP Kelurahan dikdola lxm.lasarkan azas transparansi
akllntabel, partisiputif, sertu dilukllkan dengan tertib dar
disiplin anggaran.

(2) Pcngclolaan APP Kclurahan scbugaimanu dimaksud pada ayal
(I) dikelola dalam llIasa I (satll ) tahlln unggaran yakni mulai 1
Janllari sampai dcngan 3 I Dcscmber.

Bagian Kecilia
Struktur APP Kclurahan

Pasa! 3

(I) APP Kelurahan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan kelurahan;
b. Pengeluaran kelurahan berupa belanja kelurahan;dan
c. Pembiayaan Kelurahan.

(2) Pendapatan kelurahann sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
huruf a, me!iputi scmua penerimaan uang melalui rekening
kelmahann yang merupakan hak kelurahan dalam 1 ( satu ) tahun
anggaran yang tidak Pl;:rlll dibayar kembali oleh kelurahan.

(3) Pcndapatan keillrahan sL:bagaimana dimakslld pada ayat (2)
tcrdiri dad:

a. bantuan keuungan dal'i pcmel'intnh, pemerintah proVlI1S1,
pcmerintah kotu;dan

b. sllmbangan pihak ketigu.

(4) Pengeluaran Kelumhan bL:rupa belanju kelurahan sebagaimana
dimaksllcl paeIa ayat (I) hurur b, meliputi semua pengeluaran dari

rckening kelurahunn yang merllpakan kewajiban kelurahan

dalam 1 (satll) tahull nnggurnn yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembuli olch kdllrahan.
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(5) Pengelllaran ,Kelurahan bcrupa belanja kclurahan sebagaimana
dimaksllcl pada ayat (4) tcrdiri duri :

a. belanja langsung;dan
b. bclanju tidak langsung.

(6) Bclanja langsung scbllgaimana dimaksucl P41claayat (5) huruf',a
tcrdiri dari :

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;dan
c. belanja modal.

(7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b terdiri dari :

a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
b. belanja subsicli;
c. belanja hibah;
d. belanja bantuan sosial;
e. beJanja bantuan keuangan;dan
f. belanja tak terduga.

(8) Pcmbiayaan kelurahann scbagaimana dimaksucl pada ayat (I)

hllWf c, meliputi semlla penerimaan yang perlu dibayar kembali
c1an/utull pcngeluuran yang akan diterima kembali, baik pada
tuhun angguran yang bcrsangkutan 1l1UUplin pada tahun-tahun
anggaran bcriklltnya.

(9) Pembiayaan keluruhan scbagaimana c1imaksud pada ayat (8)

adalah pcnerimaan pembiuyaan.

(10) Pcncrimaan pembiayaan scbagaimana dimaksud pacla ayat (9)
hllrllf adalah sisa lebih pcrhitllngan anggaran ( SiLPA ) tahun
sebelumnya.

BAB III

"

PENYUSUNAN RANCANOAN APP KELURAHAN

Bagian Kcsalu
RPJM Kcluruhan Jail RKP Kclurahan

Pm;al4

RP JM Kclllrahan disllslln llnluk jangka waktll 5 ( lima) tahun

mcrupakan perencanaan pcmbangunan keillrahan yang disusun
oleh" Lurah bcrsama lcmbaga kemnsyarakat yang ada di Kelurahan
tersebut.

5



Pasal5

(1) Lurah menyusun RKP Kclurahan yang mcrupakan penjabaran
dari RPJM kelurahan berdasarkun hasil musyawarah
kelurahan.

(2) Penyusunan RKP Kclurahan disclesuiknn paling lambat akhir
bulan Nopember lahun anggaran sebclumnya.

(3) Lurah menyusun IU(.!\ Kelurahun yang didasari at as RKP
Kclurahan sesllui tknglln skala prioritas.

,Bagian Kedua
Penetapan Ra!1cangan APP Kelurahan

Pasal 6

(1) Lurah bersama perangkat kelurahan menyusun Rancangan

Keputusan Kelurahan tentang APP Keilirahan berdasarkan
pada RKA Kelurahan.

(2) Rancangan Keputusan Kelurahan tentang APP Kelurahan
yang telah dibuat scbellim ditetapkun scbagaimana dimaksud
pacta ayat (1) paling lambat 3 (tiga) huri kerja disampaikan
kcpuc\a Walikota untuk c\iverifikasi.

(3) Rancangan Keputllsan Kclurahan tentnng APP Kelurahan
scbagaimana dimaksuc\ paeln ayat (2) ditctapkan paling lambat
1 (satu) bulan setcluh APBD Kota ditetapkan.

nugian Ketiga
Verifikasi Rancangan APPKeluurahan

Pasal 7

(I) Walikota sebagailllana Jilllaksud Jalam Pasal 6 ayat (2) hams
menetapl<an veri likasi Rancungun Keputusan Kelurahan
tentang APi> Kelurahan paling lama 20 (dua puluh ) hari kerja.

(2) Apabila hasil verifikasi s~bagaimana dimaksud pada ayat (1)
melampui batas wlIk[lI dimuksud, Lurah dapat menetapkan
Keputusan Keilirahan tentang APP Kelurahan.
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(3) Oalam hal Wulikota menyatakan hasil vcrifikasi Rancangan
I<;,eputusan Kelurahun tentang APP Kelurahan tidak sesuai
dengan kepentingan llmllm dan peraturan perllndang-undangan
yang lebih tinggi, Lllrah melakukan penyempllrnaan paling
lama 7 (tujuh) had kerja terhitllng sejak diterimanya hasil
evaluasi.

(4) Apabila hasil verifikasi tidak ditinduk lunjuti oleh Lurah dan
tetap menetapkan Rancangun APP Kelurahan dengan
keputusan Lurah, Walikota mcmbatalkan keputllsan dimaksud
dan sekaligus menyatakan bcrlakllnyu pagll APP Kelurahan
tahun anggaran sebeilimnya.

(5) Pcmbatalan Keputusun Kcluruhun dun pernyataan berlakunya

pagu tahun anggaran sebclumnya scbuguimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dcngan Pcraturan Wulikota.

(6) Paling lama 7 (tlljllh) hari kelja setelah pembatalan
scbagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah harus mencabut
keputusan dimaksud.

(7) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan dengan Keputusan Lurah tentang Pencabutan
keputusan APP kelurahan.

(8) Pelaksanaan berlakunya APP Kelurahan tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan

keputusan Lurah.

Bagian Kecmpat
Pclaksanaan 1\I'P Kelurahan

Parugl'llf I
Azus Umulll Pclllksunaan APi> Kcluruhun

Pasal 8

(I) Semllu pendapatan dun pengcluaran kelurahan dalam rangka
tllgas menyelenggarakan urllsan pcmerintahan,pembangungan
dan kemasyarakatull dikelola dalam API> kelurahan.

(2) Penclapatan kelurnhun dilurang digunakan langsung untuk
mcmbiayai pengcllluran kccuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangllll.
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(3) Pendapatan kelurahan berupa uang atau eek harus disetor ke
rekening kas kelurahun paling lama I ( satu ) hari kcrja.

(4) J lImlah pengcluaran yang berupa belanja yang dianggarkan
dalam API> Kelurahan mCl'upakan balas lerlinggi untuk setiap

pcngcluaran bclanja kclllrahan.

(5) j7:.-.:ngeluaran kclurahan yang berupu bclanja kelurahan tidak
dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pcngcluaran tcrsebut tidak tersedia utau tidak cukup tersedia
dalam APP Kclurahan.

(6) Pcngcluaran kelurahcll1 yang bcrupa belanja kelurahan
mcnggllnakan prinsip hemat, tidak mewuh, cfektif, efisien dan
seslIai dengan ketentuan pcrumlang-lIndangan.

(7) Pcngcluaran sebagaimana dimakslld pada ayat (6) dapat

dilakllkan jika dalam kcadaan darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancungan pcrubalmn API' Kclurahan danlatau

disampaikan dalum lupamn realisasi unggaran.

(8) Kritcria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkun sesuai den gun pt:raturan perundang-undangan.

(9) Lurah dilarang melakllkan pengeluaran atas beban anggaran

Kelurahan untuk tl.ljuan lain dari yang telah ditetapkan dalam
APP Kelurahan.

(10) Lurah dan perangkat kelurahan dilarang melakl.lkan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjl.lalan jasa atau
bertindak sebagai penjamin alas kegiatanlpekerjaanlpenjualan
yang berkaitan dengan pemerintah desa dan kekayaan milik
de sa.

Parugraf2
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kelurahan

Pasa] <)

(l) SCl11ua pendapatan kelurahun dilaksunakan melalui rekening
kas kclllrahun.

(2) Setiap penclapatan kdurahall scbagaimana dimaksud pada ayat
(I) hnrus didukung olch bukli yang kllgkap dan sah.
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(3) Llirah dilarang mclukllkall pungutan selain yang ditetapkan
dalam Keputusan kelllrnhull.

(4) Komisi,. rabat, polongan, atau pcndapatan lain dengan nama
dan dalam ,bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik
seeaI'a langsung scbugai akibat dari penjualan, tukar menukar,
hibah, asuransi, dun/utau penguclaan baran.g dan jasa termasuk

pcndapatan bllnga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai
akibat penyimpanlln dana anggaran pada bank serta
pcndapalan desa dari hasi I pcmanfaatan kekayaan milik desa
at as kcgiatan lainnya mcrupakan pcndapatun desa.

(5) Scmlla pcndapatan kcIlirahall dilaksanukun melalui rekening

kas keilirahan dicatnt scbagai pendapatun kelurahan.

Puragrat' 3
Pelaksanaan Anggaran Pcngeluaran Kclllrahun

Pasal 10

(I) Seliap pengeluaran yang tt:rdiri dari belunja langsung dan tidak

langsllng atas beban API> Kclllrahan harlls didllkung dengan
bukti yang lengkap dan suh.

(2) Bukti sebagaimana tlimakslld patin nynt (1) hnrus mendapat
pcngesahan oleh Lurah utas kebenaran material yang timbul
duri pcnggllnaan bllkti dimaksud.

(3) Pcngcluaran kas kt:lurahan yang mengakibatkan beban APP
Kelurahan tidak clapat dilakukan sebelum Keputusan
Kelurahan tentang APP Kelurahan ditetapkan.

(4) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan

keuangan dilaksanakan atas persetujuan Lurah.

(5) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan!atau jasa
yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada Lurah.

(6) Tata eara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi,

hibah,bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana

dimaksucl pad a ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan
Keputusan Kclurahan.



(7) Pengeluaran anggarun bdanju tidak t.erduga yang dianggarkan
dalam API' Kelurahan untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bem:una ulam dan/atnu bcncana sosial, dapat
dilaksanakan berdasnrkan kemumpuan keuangan kelurahan.

(8) Dasar pengeluul'an anggal'an belanja tidak terduga yang
dianggarkan dalam APP Kclurahun untuk mendanai tanggap
darurat, penanggulallgall bcncana alum, dan/atau bencana

sosial, d!tetapkan dCllgall Keputusan Kelurahan.

(9) Pcngeluaran belanju 1I1ltlik tanggap darllrat sebagaimana
dimaksud pada ayat (II) berdasarkan kebutuhan yang
di lIsulkan dari inslansi/lcmbaga berkenaan set\;:lah
mcmpertimbangkan efisiensi dan efekti11tas serta menghindari
adanya tumpang tindih pcndanaan terhndup kegiatan-kegiatan
yang tclah didanai dari anggaran p~ndapatan dan belanja
dm:rah provinsi, knbupatcll/kota, dan anggaran pendapatan dan
bclanja negara.
~

(10) Pcncrima dana tanggap darural wajib mcnyampaikan laporan

pcrtanggungjawaban penggunaan dana kepada Lurah.

(II) 81.:ndahara Kelurahan sebagai wujib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negal'a

scsuai dengan ketcntllan pcrullirun perunclang-undangan yang
bcrlakll.

Paragraf 4
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan I\P1> Kelurahan

Pusul II

(I) Sisa LebihPerh ilUllganAnggaran(SiLPA)tahun

scbelumnya,
mcrupakanpenenmaanpembiyaanyang

digunakan untuk : a.
mendanai kegiatan yang direncanakan dalam tahun

berjalan;danb.
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban

belanja langsung.
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BABIV

PERUBAHAN APP KELURA IIAN

Bagian Kesatll
Pclaksanaan Perubahan APP Kclurahan

Pasell 12

(I) Pcrubahan API> Keillrahan dapat dilakllkan apabila terjadi:
a. kcadaan yang l1Icnycbabkan harus dilakukan pergeseran

antar jenis belanjll;
b. kcadaun darllrat;dan
c. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APP Kelurahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 ( satu ) tahun anggaran, keeuali dalam keadaan luar
biasa.

(3) Perubahan APP kelurahan terjadi bila pergeseran anggaran

yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan
eara merubah keputusan kelurahan tentang APP Kelurahan.

(4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) hurllf c, sekurang-kurangnya meme.nuhi kreteria sebagai
berikllt :

a. bukan merllpakull kegiatan normal dari aktifitas pemerintah

dcsa dan tidak dupat diprediksi scbeillmnya;
b.tiduk diharapkan seeaI'a berlilang;
c. beracla diluar kcndali clan pcngarllh pemerintah desa; dan
d.memiliki dampak yang signitikan tcrhadap anggaran dalam

rangka pcmulihan yang cliscbabkan oleh keadaan darurat.

(5) Dalam keadaan darurat, Lurah dapat mclakllkan pengeillaran

yang beilim tersediu unggunumya, yang selanjutnya agar
dianggarkan dalam Rnncangnn Perubahan APP Kelurahan.

(6) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimuna climakslIci pacla ayat (6) dapat menggunakan
belanja tidak tcrdugu.

(7) Dnlam hal bclanja tidak tcrduga tidak mencukupi dapat
clilakllkan dengan earn:

a. menggunaktlll dana dari hasil penjadwalan ulang
kegiatan dalum tahun anggaran berjalan; dan/atau

II
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b. memanfaatkun uang kas yang tersedia.

(8) Pclaksanaan pengcluaran untuk mcndanai kegiatan dalam
kcaduan darurat scbugaimana dimakslid pada ayat (6) terlebih
dahulll ditetapkan dcngan Keputusan Lurah.

(9) Kcaduan luar biasa scbagaimunu dimuksliel paela ayat (I) huru1
d merllpakan keadaan yang mcnycbubkan estimasi penerimaan
danJatuli pengeluaran dalam APP Kelurahan mengalami
kenaikan atau penllrllnan h:bih besar dari 50% (lima puluh
perseratlls ).

(10) Pcrsentase 50% (lima pllluh pcrseratus) sebagaimana dimaksud
pad a ayat (9) merupakan sclisih kenaikan atau penurunan
antara pendapatan dun bclanja ualum APP Kelurahan.

(11) Oalam hal kcjadiall luar bia0a yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam AP» Keilirahan mengalami peningkatan

Icbih dari 50% (lima puluh perseratus) dapat dilakukan

penambahan kegiatlln buru dan/atau peningkatan capaian target
kinerja kegiatan dalmn tuhun anggaran belJalan.

(12) Onium hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi
pencrimaan dalam API> Kelurahan mengalami penurunan
lcbih dad 50% (lima puluh pcrseratus). maka dapat dilakukan
pcngurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun
anggarun berjalan.

Bagian Kedlla
Pcnyampaian dan Pembahasan Pcrubahun APP Kelurahan

Pasal 13

Sckretaris kelurahan menYlisun Runcangan Keputusan Kelurahan
tenlang Pcrubahan API> Kcluruhun.

12



Bagian Ketiga
Verifikasi Perubahan APP Kelurahan

Pasal 14

(1) Rancangan Keputusan Kelurahan tentang perubahan APF
Kclurahan ·sebelum ditetapkan Luruh, paling lambat 3 (tiga:
hari kcrja disHmpaikun kcpada Walikotu untuk diverifikasi.

(2) I-Iasil verifikasi Walikola sebagaimana dimaksud pada angka
1 dia atas dituangkan dalam Peraturan Walikota dan

disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada
Lurah.

(3) Apabila hasil verifikasi sebHgaimana dimaksud pada angka 2
diatas melampaui batHs waktll, Lurah dapat menetapkan
Rancangan Keplltllsan Kc!lIrnhan tcntang perubahan APP
Kclurahan menjacli Kcplllusan Kelurahun.

(4) Oalam hal Walikota mcnyalakan hasil verifikasi Rancangan

Kcputllsan kelurahann tentang perubahan APP Kelurahan tidak
sesuai dengan kepcntingan umum clan peraturan perundang­
unclangan yang lebih tinggi, Llirah melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tlljuh) hari kClja terhitllng scjak diterimanya
hasil verifikasi.

(5) Apabila hasil verilikasi tidak ditindaklanjuti oleh Lurah dan

tetap menetapkan Keplltusan Kelurahan tentang perubahan
APP Keilirahan , Walikota mcmbatalkan Kcputusan Kelurahan
0imaksud dan seknliglls menyatakan tidak diperkenankan
mdakllkan perubahan API' Kclllrahan clan tetap berlaku APP
Kclurahan tahlJn anggamn beljalan.

(6) Pembatalan Keputusan Kelurahan dun pernyataan berlakunya
API> Kelurahan tahun anggaran bcrjalan sebagaimana
dimaksud pada angka 5 diutus ditelapkan dengan Keputusan
Walikota.

(7) Paling lama 7 (lujuh) huri kelja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pndu angkn 6 diatas, Lurah harus
memberhentikan pelaksanaan Keputusan Kelurahan dimaksud.

(8) Pcncabutan KeputuslIn kdlll'uhun sebaguimana dimaksud pada
ayat (7), dilakukan dL~ngan Keputllsun Kelurahan tentang
Pcncabutan Keputllsan kelurahan lentang pcrubahan APP
Kdurahan.
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BAil V

PERTANGGUNGJAWABAN APP KELURAHAN

Penyampaian laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APP Kelurahan

Pasal 15

Lurah menyampaikan Keputusan Kelurahan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APP Kelurahan
Walikota melalui Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGA W AS AN

Pasal 17

tentang
kepada

Pcmerintah Kota dall Camat wajib mernbina dan mengawasl

pelaksanaan pengeloluulI kcuangan Kelurahan;

Pasal 18

Pcmbinaan clan penguwasan Pemerilltuh Kota sebagaimalla
c1imaksucl clalam Pasal 17 mcliputi :

a. mcmberikan pedolllan dan bimbingan pelaksanaan APP
Kclurahan;

b. memberikan bimbillgan dan pclatihan serta penyelenggaraan
kCllangan keimahull yang mencakup perencanaan dan
penyusllnan APi> Kclurahan, pelaksanaan dan
pcrtanggungjawaban APP Kelurahan;

c. ,·m:mbina dan mengawasi pl,;ngdolaan kcuangan kelurahan dan
pendayagunaall invcntaris ;dan

d. memberikan pedomal1 dan bimbingan pelaksanaan administrasi
kcuangan keillrahan.

Pasal 19

Pcmbinaan dan pengawnsan Camat st:bagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 meliputi :

a. mcmfasilitasi administrasi kellangal1 kclllrahan;
b. mcmfasilitasi pengelolaan keuangun kelurahan dan

pcndayagunaan invcntaris kclurahan ;
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c. memfasililasi peluksanuan API> Kclurahun ; dan
d. memfasililasi penyelenggaraan kellungan kelurahan yan~

mcncakup perencanaan, Jan pcnyusunan APP Kelurahan,
pelaksanaan dan pcrlLmggungjuwaban APP Kelurahan.

BAB IX

KETENTUAN I.AIN-I.AIN

Pusal 20

Pedoman PenYlislinan l'eruballLlll Pcrhitllngan dan Pertanggung

Jawaban Anggaran Pelldapatan dan Pengclllaran Kelurahan ,
di lengkapi dengan format adminislrasi kellangan, sebagaimana
tercanlllm dalam lampil'lln P~rulliran Walikota ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan WaJikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTLJP

PaselJ 21

Pml" saal Peraturan Walikola ini mlilai bcrlakll, maka semlla

kctentllan yang mengatur Illcllgelllli pengL'lolaan APP Kelurahan
dicabllt dan dinyatakan tidak bcrlaku.
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Pasal 22

Pcraturan Wulikota ini mului berlaku paeln tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctuhuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengun penempatllnnya dalam Berita
Duerah Kota Denpasar.

Ditctapkan c\i Denpasar
pnda tanggal 19 Pebruari 2010

WAl,-JKOTA DENPAS',t.R,

RAI ;jAWI;AYAMANTRA

Diundangkan c\i Denpasar
pada tanggal 19 Pebruari 20 I0

SEKRETARIS D71~lf;-DENPASAR,
RAIISW ARJ\

13ERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAl-IUN 2010 NOMOR 11
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL: 19 PEBRUARI 2010
NOrJIOR 11 TAHUN 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN PERTANGGGUNG

JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN KELURAHAN

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan
Kelurahan .

Tahun Anggaran .

Kode UraianTahunTahunKete-
Rekeninq

sebelumnyaBerjalanrangan
1

2 345
1

PENDAPATAN
1.1

Pendaptan Kelurahan
1.1.1

SumbanQan dari pihak ketiQa
1.2

Bantuan Keuanqan Pemerintah
Provinsi ,Kabupaten/Kota1.2.1.

Bantuan keuanQan pemerintah
1.2.1.1

Bantuan keuangan Pusat
1.2.1.2.

Bantuan Keuanqan.
Pemer~ntah Provinsi1.2.1.3.

Bantuan keuangan
Pemerintah Kota Denpasar1.3.

Hibah
1.3.1

Hibah dari pemerintah
1.3.2

Hibah dari pemerintah provinsi
1.3.3

Hibah dari pemerintah kota
1.3.4

Hibah dari lembaqa swasta
1.3.5

Hibah dari klompuk peroranganl
masyarakatJUMLAH PENDAPAT.AN

2.

PENGELUARAN
2.1.

BELANJA LANGSUNG
2.1.1

Belanja Pegawai
2.1.1.1

Honor panitia penqadaan
baranq iasa2.1.2

Belanja Non Peqawai
2.1.2,1

Honor Panitia dalam kegiatan
2.1.2.2.

dst ......
2.1.2

Belanja Barang Jasa
2.1.2:1

Belania ATK
2.1.2.2

Belanja pemeliharaan
2.1.2.3

Belania Bahan material
2.1.2.4

Belanja Makan minum



2.1.2.5 Belanja cetak
2.1.2.6

Belanja fotokoQi
2.1.2.7

Belania Listrik
2.1.2.8

Belanja tele~on,
2.1.2.9

Belanja Air
2.1.2.10

Belania Surat kabar .
2.1.2.11

Belanja aci-aci/upakara
2.1.2.12

Belanja perjalanan dinas
2.1.2.13

dst ......
2.1.3

Belanja modal
2.1.3.1

Belanja pengadaan tanah
2.1.3.2

Belanja Pengadaan Jarin~an
2.1.3.3

Belanja pengadaCln
ban~unan/~edung2.1.3.4

Belanja pengadaan Komputer
2.1.3.5

Belanja pengadaan AC
2.1.3.6

Belanja pengadaan Mebeluir
2.1.3.7

dst. .....
2.2

BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.2.1

Be/anja pe51awai penghasilan tetap
2.2.1.1

Nafkah KaliF1g
2.2.1.2

Insentip Kaling
2.2.2

Belanja subsidi
2.2.3

Belanja hibah
2.2.4

Belania bantuan sosial
2.2.5

Belanja bantuan Keuangan
2.2.6

Belanja tak terduqa
2.2.6.1

Belanja keadaan darurat
2.2.6.2

Belanja bencana alam
JUMLAH PENGELUARAN

3 PEMBIA YAAN

3.1
Penerimaan_pembiavaan

3.1.1
Sisa lebih perhitunQan anggaran

( SiLPA) tahun sebelumnya3.2.

Pengeluaran pembiayaan
3.2.1

Pembentukan dana cadanqan
JUMLAH PEMBIAYAAN

-

R.
\

~'RAI ~HA~MAWIJAYA MANTRA



LAMPI RAN II PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 PEBRUARI2010
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNG

JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN KELURAHAN

BUKU KAS UMUM
KELURAHAN
KECAMATAN
TAHUN ANGGRAN

NO TGL KODE REKENINGURAIANPENERIMMNPENGELUARAN
1

2 3 45 6

.,

. . . .

..

Pada hari ini buku kas umu ditutup dengan sisa Rp .
( dengan hurt )
Terdiri dari :

a. Uangtunai Rp
b. Saldo Bank Rp

c. Kertas berharga Rp.

Mengetahui :
Kepala Kelurahan .....

Denpasar .
BentJaha Kelurahan

WALIKOTA DENPAt)AR,

~

RAI DHA~M~WIJAYA tV1ANTRA



·
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 PEBRUARI 2010
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN

PERTANNGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PENGELUARAN KELURAHAN .

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Penerimaan setorBukti penerimaan( Rp )
Lainnva1

2 34 5

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai bulan laluJumlah semua sampai dengan bulan iniSisa

..--. WAtlKOTA DENPA&AR,

Pad a hari ini buku kas umu ditutup dengan sisa Rp .
( dengan hurt )
Terdiri dari :

a. Uang tunai
b. Saldo Bank

c. Kertas berharga

Mengetahui :
Kepala Kelurahan .

Rp
Rp
Rp.

Denpasar
BendaharCl I<.elurahan...



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 PEBRUARI 2010
NOMOR : 11TAHUN2010

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN
PERTANNGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

PENGELUARAN KELURAHAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENNGELUARAN

DESA
KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN
NO NO SKUTanggalNomorSTSJumlah

Peneriman
setorBukti penerimaan ( Rp )

Lainnya1
2
.,

3 4 5

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai bulan laluJumlah semua sampai dengan bulan iniSisa

Pada hari ini buku ~as umu ditutup dengan sisa Rp .
( dengan hurt )
Terdiri dari :
a. Uang tunai
b. Saldo Bank
c. Kertas berharga

Mengetahui :
Kepala Kelurahan..

Rp
Rp
Rp.

Denpasar
Bendahar Kelurahan...

WALIKOTA DEN~A~R,~

RAI DHAR~AWIJAYA MANTRA/'


